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No. SOP

I

509 /000. 8.5 5/ /12 q

Tanggal Pembuatan _|:

(4 Juni 2024

| Tanggal Revisi

|+ 07 Oktober 2024

R

Tanggal Pengesahan

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nama SOP

1 109 Okiober 2024

NIP- 19701120 200003 1009
) PROSEDUR PENAGIHAN BPHTE
PAJAK DAERAH |

[Jika rangkaian SOP tidak dijalankan dapat mengakibatkan Potential-

Kualifikasi Pelaksanan
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan - .
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 1 Minimal SLTA/DiplomalStrata
]
2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan s i
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
3 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan 3 Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan
Pajak Daerah
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
4 S
Retribusi Daerah
5 Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 48 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas
6 Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 Monitoring Pembayaran Pajak Daerah 1 Laporan Wajib Pajak
2 SOP Pelaporan 2 Aplikasi Catatan Pajak Daerah
3 Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi 3 Komputer
Peringatan : 4 Printer

PARAF HIERARKI
Sekretaris
M. AIDIL. SAHALO, M. Eng
Kepala Bidang PD |
HARRY DERMAWAN, SE, MM

Kasubbid Penagihan dan
Pemeriksaan
NOFRIALDY, S.IP

OA

5 Jaringan Internet




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

No. S0P 19008 /QU0.6 3.5/ 7 1094
Tanggal Pembuatan |+ 4 Juni 2024 l*
TanggalRevisi__|: 0 Oktober 2024 ]
Tanggal Pengesahan [; O Okigher 2024 j
Diszhkan oleh . B
KEPALA BADAN PENDAPRYAN DAERAW KoTA BATAN
PEMERINTAH KOTA BATAM e AN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BA Ay 200003 1003
TAM Nama SOP . PROSEDUR PENAGIHAN BPHTR
PAJAK DAERAH |
Dasar Hukum Pelayanan/Ke giatan
1 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
i Peraturan Pemerintah (PP} Nomar 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3 ge;ar:;lran Menterl Keuangan Republik indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
2
1 - -
4

Peraturan Daerah Nomar 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

6 Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tah

un 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uralan Tugac dan Sictem Kerja di Lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

Pihak-pihak yang terlibat

1 Kepala Badan
2. 2 Sekretariat
3 Bidang
4 Wajib Pajak
Tahapan Pelayanan | Kegiatan

o Toipreabimun a1 T e | Wew

1 Manitoring penerbitan SKPDKB atas SSPD BPHTB, Keterlambatan pelaporan PPJB/atau akta atas tanah St fari etk
danfatau bangunan, denda atas pelanggaran pajak oA
Jika
1. Setelah 30 hari kalender saat terutangnya pajak (atas SKPDKB)

2 2. Setelah 20 hari kalender setelah waktu maksimal pelaporan PPJB/atau akta atas tanah/atau bangunan 1 harl
3. Masih dalam masa 5 tahun sejak pelanggaran atas Pelaksanaan Perda pajak
belum melakukan pembayaran maka diberikan surat pemberitahuan

3 Pengiriman Surat Pemberitahuan 1 hari

4 Jika Ya, Waijib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja

5 Jika Tidak membayar maka di teruskan kepada Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran .
Pajak daerah | untuk di nonaktifkan user validasi BPHTB sementara
Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak daerah | menetapkan dan Menerbitkan oS

g SKPD Pajak daerah | dan menyerahkan SKPD kepada Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan

7 Berdasarkan SKPD Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan memberitahukan kepada Wajib Pajak 15 Wit
tentang tunggakan pajak daerah |

] Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja
Jika Tidak, setefah 7 (tujuh) Hari SKPD Di terima oleh wajib pajak dan belum melakukan pembayaran, S et

; diterbitkan Surat Teguran/Peringatan Pertama

10 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja

11 Setelah 7 (tujuh) Hari surat teguran/peringatan pertama fidak diindahkan di lanjutkan dengan pengiriman S
Surat Teguran/Peringatan Kedua

12 Jika Ya, Wajib Pajak {WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja
Setelah berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran/peringatan kedua' di_lakukan o 7

13 penindakan penagihan dengan pemasangan peringatan tunggakan pajak daerah | di wilayah objek pajak 15 Menit
berupa spanduk, stiker maupun iklan di media massa

14 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuli prosedur pembayaran Setiap hari kerja
Jika Tidak Diserahkan Kepada JFU Juru Sita Untuk Dilanjutkan dengan Penagihan Seketika atau it e

o Sekaligus/ Penagihan Paksa

PARAF HIERARKI

Sekretaris
M. AIDIL SAHALO, M. Eng

Kepala Bidang PD |

HARRY DERMAWAN, SE, MM ?
Kasubbid Penagihan dan
Pemeriksaan

NOFRIALDY, S.IP f
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Pertama,

Pertama

No. Tanggal efektif: Oktober 2024 f Halaman:
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB
PAJAK DAERAH I
Pelaksana Mutu Baku r’—
Sub Sub Bidang
" Uraian Prosed ST pris Sub Bidang Koordinator Penilaian, Kete-n
a. raian Prosedur ajib Fajal Penagihan dan Urusan Penetapan, JFU Juru ranga
Pemeriksaan Pendataan dan | Validasi dan Sita Kelengkapan Waktu Outpot
Pajak Daerah I Pendaftaran Keberatan
Pajak Daerah I | Pajak Daerah I
A
Monitoring penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT atas SSPD BPHTB, D Database Setian hari Laporan
1. |Keterlambatan pelaporan PPIB/atau akta atas tanah dan/atau Pembayaran Pajak kep'a Pembayaran
bangunan, denda atas pelanggaran pajak daerah I a0 Pajak daerah I |
Jika )
1. Setelah 30 hari kalender saat terutangnya pajak (atas SKPDKB) > Daftar Sasaran
2. Setelah 20 hari kalender setelah waktu maksimal pelaporan Ya
Surat ; Draft Surat
2. |PP)B/fatau akta atas tanah/atau bangunan ) 1 hari i
! 5 Pemberitahuan Pemberitahuan
3. Masih dalam masa 5 tahun sejak pelanggaran atas Pelaksanaan Tidak :
: Pajak daerah 1
Perda pajak
belum melakukan pembayaran maka diberikan surat pemberitahuan | ]
. : Surat ; Tanda Terima
3. |Pengiriman Surat Pemberitahuan Pemberiitahuan 1 hari Surat
S
4. Jika \fa, Wa}ib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan SOP Pembayaran Setiap‘ hari  |Realisasi Pajak
mengikuti prosedur pembayaran kerja daerah I
[
Jika Tidak membayar maka di teruskan kepada Sub Koordinator Urusan Foto Dokumentas] Tanda Terima
5. |Pendataan dan Pendaftaran Pajak daerah T untuk di nonaktitkan user Objek Pajak 5 Menit Penyerahan
validasi BPHTB sementara Dokumen
I
Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak daerah Laporan Hasil Draft Surat
6 |I menetapkan dan Menerbitkan SKPD Pajak daerah I dan menyerahkan I _|L Pemeriksaan/STPD 15 Menit | Ketetapan Pajak
SKPD kepada Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan daerah I
- Surat Ketetapan ;
7 Berdasarkan SKPD Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan E_S_i!<——< Pajak Daerah 15 Menit ;‘andta Terima
memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang tunggakan pajak daerah I - Surat Purab T
Ya Pemberitahuan embentaiua
8 Jika Y.a, \f‘u’ajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan Tidak SOP Pembayaran Setiap_hari Realisasi Pajak
mengikuti prosedur pembayaran kerja daerah 1
Jika Tidak, setelah 7 (tujuh) Hari SKPD DI terima oleh wajib pajak dan Surat Teguran atau 'Srar:dta Terima
belum melakukan pembayaran, diterbitkan Surat Teguran/Peringatan Surat Peringatan 15 Menit ura )
Teguran/Peringa

tan Pertama




2/2

No. !Tanggal efeldif: Oktober 2024 , Halaman:
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM PROSEDUR PENAGIMAN BPHTB
PAJAK DAERAH I
Pelaksana Mutu Baku ’—/”—
Sub Sub Bidang
N il s Waiib paiak | S|P Bidang Koordinator Penilaian, Ketﬂ'n
. ralan Prasedur ajib Pajak | penagihan dan Urusan Penetapan, | JFU Juru ranga
Pemeriksaan Pendataan dan | Validasi dan i Kelengkapan Walktu Output
Pajak Daerah I Pendaftaran Keberatan
Pajak Daerah I | Pajak Daerah I
|
10 Jika \{a, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan SOP Pembayaran Setiap_ hari  [Realisasi Pajak
mengikuti prosedur pembayaran Tidak kerja daerah I
Setelah 7 (tujuh) Hari surat teguran/peringatan pertama tidak 2 <> Surat Teguran atau ;Eg‘la Terimia
11 |diindahkan di lanjutkan dengan pengiriman Surat Teguran/Peringatan Surat Peringatan 15 Menit )
Kedua Kedua Teguran/Petinga
tan Kedua
Ya
12 Jika ‘(a, Wa]lb Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan . SOP Pembayaran Set:ap_ hari  |Realisasi Pajak
mengikuti prosedur pembayaran kerja daerah I
Bukti Pato
setelah berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam surat Pemasangan Dokumentasi
13 teguran/peringatan kedua dilakukan penindakan penagihan dengan spanduk, stiker 15 Menit Pemasangan
pemasangan peringatan tunggakan pajak daerah I di wilayah objek De— > maupun iklan di spanduk, stiker
pajak berupa spanduk, stiker maupun iklan di media massa media massa maupun iklan di
Ya media massa
Tighak
14 Jika \fa, \_‘Vajzb Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan S0P Pembayaran Setlap_han Realisasi Pajak
mengikuti prosedur pembayaran kerja daerah I
i : . s Berita acara dan -
Jika Tidak Diserahkan Kepada JFU Juru Sita Untuk Dilanjutkan dengan ) Berita Acara
15 p : i, kelengkapan data 10 Menit .
Penagihan Seketika atau Sekaligus/ Penagihan Paksa penagihan Serah Terima

PARAF HIERARKI

Sekretaris
M. AIDIL SAHALO, M. Eng

Kepala Bidang PD |
HARRY DERMAWAN, SE, MM

Kasubbid Penagihan dan
Pemeriksaan
NOFRIALDY, 5.IP

s N

NIP, 18701120 200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

JL. Rajz Isa No, 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673

BATAM

PROSEDUR BAKL PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD DPERATING PROCEDLRE (SF)

PROSEDUR PEMERIKSAAN BPHTR
BIDANG PAJAK DAERAH |

Nomor: STI0/ 9.0.0.84.% .3 /\n /201

Kepala Bapenda Kota Batam '

g Pajak Daera

TAHUN 2024



No. SOP 1500 o000 . 8.3.% /1 L3034
| Tanggal Pembuatan _|: (34 Juni 2024

Tanggal Revisi : ©F Oktober 2024

Tanggal Pengesahan |: (4 Oktober 2024

| Disahkan oleh :

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nama SOP

Dasar Hukum :

S
KEPALA BADA

PROSEDUR PEMERIKSAAN BPHTR
BIDANG PAJAK DAERAH |

Kualifikasi Pelaksanan

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

1 Minimal SLTA/Diploma/Strata

2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

I

2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
3 207/PMIK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan

3 Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan

Pajak Daerah

4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

5 Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 48 Tahun 2024 tentang

Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas
6 Pokok, Fungsi dan Uralan Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

Keterkaitan ;

Peralatan/Perlengkapan ;

1 Monitoring Pembayaran Pajak Daerah

2 SOP Pelaporan

3 Instansi Vertikal yang berkaltan dengan Tugas dan Fungsi

Peringatan
| Jika rangkaian SOP tidak dijalankan dapat mengakibatkan Potential-

1 Laporan Wajib Pajak
2 Aplikasi Catatan Pajak Daerah
3 Komputer
4 Printer

5 Jaringan Internet

PARAF HIERARKI
Sekretaris
M. AIDIL SAHALO, M. Eng m
Kepala Bidang PD |
HARRY DERMAWAN, SE, MM 7
Kasubbid Penagihan dan

Pemeriksaan
NOFRIALDY, S.IP




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

[No. S0P S50 (o0 . 8.5. 5 N[ 2034

%ggalPembuatan [: 04 Juni2024

Tanggal Revisi : 07 Oktober 2024
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh

L

1 f Oktober 2024

PROSEDUR PEMERIKSAAN BPHTB
BIDANG PAJAK DAERAH |

Nama SOP

Dasar Hukum PelayananiKegiatan
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
i 3 ;:Z::an Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tenlang Pajak Daerah dan Retrlbusi Daerah
5 Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5 Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
Pihak-pihak yang terlibat
1 Kepala Badan
2, 2 Sekretariat
3 Bidang
4 Wajib Pajak
Tahapan Pelayanan | Kegiatan
- No [TahapanProses Pelayanan/Keglatan o Dl e
1 Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, yang kemudian diberikan kepada Wajib ' ' 1 Ha‘ri
Pajak
2 Berkas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan kelengkapan lain dari Pelayanan Bapenda di PTSP Sefiap Hari Kerja
3 Inventarisir Pemanggilan Waijib pajak 1 Hari
4 Pengiriman surat pemanggilan dan peninjauan kepada ohjek pajak dan wajib pajak 1 Hari
5 Wajib Pajak hadir di Kantor BADAN PENDAPATAN DAERAH (Bapenda) Kota Batam untuk melaksanakan 1 Hari
Pemeriksaan Kantor
Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
[a] memperlihatkan/meminjamkan catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau dokumen lain N
5.1 : : : i 3 Hari Kerja
terkait dengan objek pajak terutang;
{b] memberikan keterangan lain.
3 Pemeriksaan sederhanallengkap dengan menilai kelengkapan pengisian, kebenaran penulisan/perhitungan
' 5.2 SSPD BPHTB dibandingkan dengan data objek pajak yang ada pada database p
: {basis data millk Badan Pendapatan Daerah ) dengan Dokumen pendukung (bukti pembukuan dan bukfi !
transaksi), Catatan kas dan bank, utang piutang, dan persediaan, neraca dan laporan laba rugi.
Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Wajib dan Objek Pajak Pajak, jika Wajib
Pajak tidak hadir di kantor Bapenda Kota Batam atau Selama pemeriksaan Kantor Wajib Pajak tidak/kurang
53 memberikan data yang diperlukan sebagai Tim Pemeriksa bisa Memeriksa Ruang Arsip/ Server/ Aplikasi 3 hari kerja
’ terkait dengan fransaksi objek pajak.
Catatan:
Pemeriksaan lapangan bisa dlakukan kembali Jika dikemudian hari ditemukan bukti baru.
54 Jika Wajib Pajak menolak untuk diperiksa maka Wajib Pajak membuat Surat Pernyataan Penolakan 1 Hari
i Pemeriksaan
85 Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor 3 hari kerja
5 Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan 7 hari kerja
Lapangan




_ No  |TahapanProses Pelayanan [Kegiatan _ . i

Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajio F'ajalf tidak. menyampaikan surat
tanggapan Hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahagan Akhl.r Hasil I?emet:lksaan, maka Th Kerla

L Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangi Berita Acara ketidakhadiran Waiib Pajak dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

8 Membuat Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan diberitahukan kepada Wajib Pajak 3 hari kerja

g Dalam hal Waijib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir, Wajib Pajak dapat menyampalkan tanggapan 3 har ket
tertulis Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib afAeng

10 Penyampaian hasil pemeriksaan ke Sub Bidang Penilaian dan Penetapan untuk diterbitkan SKPDKB atau 3 hatf ket
SKPDLB atau SKPDN ari kerja

PARAF HIERARKI

Sekretaris
M. AIDIL SAHALO, M. Eng m
Kepala Bidang PD |

HARRY DERMAWAN, SE, MM 9
Kasubbid Penagihan dan

Pemeriksaan
NOFRIALDY, S.IP




No. Tanggal efekiif: Okioher 2024 Halaman: 1 /
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM PROSEDUR PEMERIKSAAN BPHTB
BIDANG PAJAK DAERAH |
Pelaksana Mutu Baku
Sub Bidang
Sub Bidang Penilaian, Sub Koordinator i
No. Uraian Prosedur Wajib Pajak Penagihan dan Penetapan, Urusan Pendataan Keterangd
K w Output
Pemeriksaan Pajak Validasi dan dan Pendaftaran elenpkapan Akl utpu
Daerah | Keberatan Pajak Pajak Daerah |
Daerah |
@ Surat Perintah Tugas (SPT), Surat
Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, yang Daftar nama Pemeriksal 1 Hari F‘an_'wberftahuan Pemer{k_saan (SPP),
1 kemudian diberikan kepada Wajib Pajak Berita Acara Hasil Peninjauan dan Tanda
Terima Surat
i il SPSPD BPHTB dan .
Berkas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan kelengkapan lain dari e Sefiap [Daftar Data Pemeriksaan

aplikasi penatausahaan

‘ Pelayanan Bapenda di PTSP walio pajak Hari Kerja|wajib pajak BPHTB
' Daft il Surat Jan wajib
5 i 7 i aftar pemanggilan . pemanggilan waji
3 |Inventarisir Pemanggilan Wajib pajak f waiib pajak 1 Hari ik 96 d
F . "

4 |Pengiriman surat pemanggilan dan peninjauan kepada objek pajak dan Ds_i_lar pemanggilan 1 Hari Tanda terima surat

wajib pajak wajib pajak pemanggilan wajib pajak

T
ek '% Daftar Hadir dan Buki

5 |Waijib Pajak hadir di Kantor BADAN PENDAPATAN DAERAH (Bapenda) <>“~ Penslitian Borkas 1 Hari | Berita Acara dan

Kota Batam untuk melaksanakan Pemeriksaan Kantor beserta lampiran- Dokumentasi

lampirannya
o : st ‘ catatan dan dokumen

Wajib Pajak yang diperiksa wajib: Menolak yang menjadi dasar

[a] memperlihatkan/meminjamkan catatan dan dokumen yang menjadi E:I pencatatan atau 2 Hari ‘ )
5.1 |dasar pencatatan atau dokumen lain terkait dengan objek pajak terutang; dokumen: el tarkai Kerja Kertas Kerja Pemeriksaan

[b] memberikan keterangan lain. dengan abjek pajak

terutang

Pemeriksaan sederhanaflengkap dengan menilal kelengkapan pengisian, ] - Dokumen pendukung {bukti pembukuan

kebenaran penulisan/perhitungan SSPD BPHTB dibandingkan dengan (j Berita Acara.‘ . |dsreoi tr;nsaksi) gl P
52 data objek pajak yang ada pada database anumem_as\ dan T hgn - Catatan kas dan bank, bukii transfer dan

¥ kertas kerja kerja

(basis data milik Badan Pendapatan Daerah ) dengan Dokumen
pendukung (bukti pembukuan dan bukli transaksi), Catatan kas dan bank,
utang piutang, dan persediaan, neraca dan laporan laba rugi.

pemeriksaan

lain-lain




No. Tanggal Efektif: Oktober 2024 Halaman: 2 ! 3
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM PROSEDUR PEMERIKSAAN BPHTE
BIDANG PAJAK DAERAH |
Pelaksana Mutu Baku
Sub Bidang
Sub Bidang Penilaian, Sub Koordinator
No, Uraian Prosedur Wajib Pajak Penagihan dan Penetapan, Urusan Pendataan Keterangan
Pemeriksaan Pajak Validasi dan dan Pendaftaran Kelengkapan Wakty Output
Daerah | Keberatan Pajak Pajak Daerah |
Daerah |

Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Wajib dan
Objek Pajak Pajak, jika Wajib Pajak tidak hadir di kantor Bapenda Kota
Batam atau Selama pemeriksaan Kantor W ajib Pajak tidakikurang

¢

[a] Terperiksanya Kondisi riil Objek Pajak ,
dokumen pendukung dil
[b] Terkumpulkannya data dan informasi

memberikan data yang diperlukan sebagai Tim Pemeriksa bisa spT it .
t 7 : A :
5.3 |Memeriksa Ruang Arsip/ Server/ Aplikasi terkait dengan transaksi objek 1 daRuk aqda 3 an penting terkait dengan nilai transaksi
! Terima Penyampaian kerja ; .
pajak. Objek Pajak
Catatan:
Pemeriksaan lapangan bisa diakukan kembali Jika dikemudian hari
ditemukan bukti baru.
| Jika Wajib Pajak menolak
untuk membuat Surat
Penyataan Penolakan
; @ o : i P 1 4 i
54 Jika Walib Pajak menolak untuk diperiksa maka Wajib Pajak membuat 7 2&?.3;:::% aan {Harj |Terbitkan Surat Pernyataan Pemeriksaan, Tim Pemeriksa
" |Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan : Penolakan Pemeriksaan membuat Berita Acara
Pemeriksaan i ng
| Penolakan Pamenksgﬁn ya
! ditanda tangani oleh tim
: pemeriksa
|
]
| Wajib Pajak memberikan tanggapan
55 Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib E < Surat Pemberitahuan 3hari |terulis atas Surat Pemberitahuan Hasil
™ |Pajak untuk Pemeriksaan Kantor Hasil Pemeriksaan kerja  |Pemeriksaan dan berhak hadir dalam
Pernbahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Wajib Pajak memberikan tanggapan
& Merf'tarhillfan Surat F'embgritahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Surgt Pembgri:shuan 7 hgri tenulisralas Surat F‘emberitahuan Hasil
Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan Hasil Pemeriksaan keria  |Pemeriksaan dan berhak hadir dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Apabila telah melewali jangka waklu yang telah ditetapkan, W ajib Pajak
tidak menyampaikan surat tanggapan Hasil Pemeriksaan dan lidak hadir ; Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak
: : 7 ? Daftar P 4 :
7 |dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak |___:| Sjraalrpe:g::;zai?;n 1’13: dalam Pembahasan Akhir Hasil
membuat dan menandatangi Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak el Pemeriksaan
dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
s
Membuat Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan diberitahukan kepada Berita Acara Laporan 3 hari . s
8 Wajib Pajak Hasil Pemeriksaan kerja Leporan Hasil Pemeriksaan




No. Tanggal Efektif: Oktober 2024 Halaman: 3/
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM PROSEDUR PEMERIKSAAN BPHTE
BIDANG PAJAK DAERAH |
Pelaksana Mutu Baku
Sub Bidang
N Ursian B 4 Wajib Pajak Sub Bidang Penilaian, Sub Koordinator Ketérangan
o, raian Prosedur aji
Pana‘glhan dar_u Pe!'leta.parl, Urusan Pendataan Kelengkapan Waktu Output
Pemeriksaan Pajak Validasi dan dan Pendaftaran
Daerah | Keberatan Pajak Pajak Daerah |
Daerah |
Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir, W;}ih Pajak . |Perhitungan Pajak yang terutang dalam
g daparmanyampqikan tanggapan tertulis Pajak yang terutang dnhntun“ Laparan 3 halm SKPD atau STPD dihitung sesuai dengan
berdasarkan hasil Pemeriksaan yang teiah diberitahukan kepada Wajib kerja Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak [
Penyampaian hasil pemeriksaan ke Sub Bidang Penilaian dan Penetapan ( } Hasil psmeriksaan 3 h"j"'i Rékomendast Hagl Parrsrikessn
e untuk diterbitkan SKPDKB atau SKPDLB atau SKPON P kerja
1 KEPALAB PENDAPAT AN DAERAH KOTA BAT AM

PARAF HIERARKI

Sekretaris
M. AIDIL SAHALO, M. Eng

Kapala Bidang PD |
HARRY DERMAWAN, SE, MM

Kasubbid Penagihan dan
Pemeriksaan
NOFRIALDY, S.IP

an
J
?

NIP. 18701120 240003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP, (0778) 470670, 470574, 470672 FAX, {o778) 470673

BATAM

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD DPERATING PROGEDLIRE (SOF)

FROSEDUR PEMERIKSAAN SEDERHANA I KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-PZ
BIDANG PAJAK DAERAH |

NOMOR: TEY1 /000 .8.3.% svi s 2024

‘ li;i:dang Pajak Daerah |

‘Bidang Pajak Dasrah |

TAHUN 2024



Gh
7

M. AIDIL SAHALO, M. Eng
Kepala Bidang PD |

HARRY DERMAWAN, SE, MM
Kasubbid Penagihan dan

Pemeriksaan
NOFRIALDY, 5.IP

s

No, SOP S0 /00, 8.3.3 /vl /o024
Tanggal Pembuatan  |: {04 Juni2024
| Tanggal Revisi : U7 Oktober 2024
|\ Tanggal Pengesahan |: (%) Oktober 2024
Disahkan oleh B
KEPALA PENDAPATAN DAERAR KOTABATAM
PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH RAJA AZNANSYAH
NIP. 19701120 200903 1009
Nama SOP PROSEDUR PEMERIKSAAN SEDERHANA UJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PBB-P2
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan o .
1 Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 1 Minimal SLTA/DiplomalStrata
2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Memiliki ;
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor -
3 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan 3 Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan
Pajak Daerah
4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 45 Tahun 2024 tentang
5 Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas
6 Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
Keterkaitan : Peralatan/Periengkapan :
1 Monitoring Pembayaran Pajak Daerah 1 Laporan Wajib Pajak
2 SOP Pelaporan 2 Aplikasi Catatan Pajak Daerah
3 Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi 3 Komputer
Perlngatan ; 4 Printer
| Jika rangkaian SOP tidak dijalankan dapat mengakibatkan Potential-| 5 Jaringan Internet
PARAF HIERARKI
Sekretaris



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR {SOP)

TNo, SOP LT Jopp. 8.8 /U /0004

\Iﬂgga!ﬁmbualan |1 (%4 Juni2024 \
Tanggal Revisi 1+ 07 Oktober 2024 ‘\
Tanggal Pengesahan | - 194 Oktober 2024 |
Disahkan oleh :

KEPALA BADAN JAN DAERAH KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAN N
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM NIP. 19701120 200003 1009
moswua PEMERIKSAAN SEDERHANA UJ| KEPATUHAN WAJIE PAJAK
" PBB-P2 BIDANG PAJAK DAERAH |
Dasar Hukum Pelayanan/Kegiatan
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
) 3 gerall.;:an Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
i aeral
4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ]
5 :er:tl.:;an Walikota Kota Batam Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
erkotaan
§ Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
Pihak-pihak yang terlibat j
1 Kepala Badan
2 2 Sekretarlat
3 Bidang
4 Waijib Pajak
Tahapan Pelayanan | Kegiatan
{ Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, yang kemudian diberikan 1 hari
kepada Wajib Pajak
Berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (kompensasi)/ berkas
5 permohanan pembetulan/ berkas kurang bayar/ dokumen indikasi perbedaan Objek Setiap hari Kerja
Pajak pada kondisi lapangan dengan yang terdadata/ berkas Wajib Pajak yang terpilih
untuk dilakukan analisis resike dan dokumen pendukung lainnya
3 Inventarisir Pemanggilan W ajib pajak 1 hari
4 Pengiriman surat pemanggilan dan peninjauan kepada objek pajak dan wajib pajak 1 hari
5 Wajib Pajak hadir di Kantor BADAN PENDAPATAN DAERAH {Bapenda) Kota Batam 4 5af
untuk melaksanakan Pemeriksaan Kantor
Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
54 [a] memperiihatkan/meminjamkan catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan 3 hari Kerja
’ atau dokumen lain terkait dengan objek pajak terutang;
[b] memberikan keterangan lain.
3. Pemeriksaan sederhanallengkap dengan menilai kelengkapan pengisian, kebenaran
penulisan/perhitungan SPPT PBB-P2 dibandingkan dengan data objek pajak yang ada
59 padg databale'T ) 7 hari kerja
’ (basis data milk Badan Pendapatan Daerah ) dengan Dokumen pendukung (bukti
pembukuan dan bukti transaksi), Catatan kas dan bank, utang piutang, dan persediaan,
neraca dan laporan laba rugi.
Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Waijib dan Objek Pajak
Pajak, jika Wajib Pajak tidak hadir di kantor Bapenda Kota Batam atau Selama
pemeriksaan Kantor Wajib Pajak tidak/kurang memberikan data yang diperlukan sebagai
Tim Pemeriksa bisa Memeriksa Ruang Arsip/ Server/ Aplikasi terkait dengan transaksi 3 hari kerja
W objek pajak.
Catatan:
Pemeriksaan lapangan bisa dlakukan kembali Jika dikemudian hari ditemukan bukti
baru,
54 Jika Waijib Pajak menolak uniuk diperiksa maka Wajib Pajak membuat Surat Pemyataar| 1 hari
Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk 3hari kerja
59 Pemeriksaan Kantor
Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Waijib Pajak untuk 7 hari kerja
8 Pemeriksaan Lapangan




" No_[Tahapan Proses Pelayanan [Kegitan

ij i jib Pajak tidak
ila telah melewati jangka wakiu yang telah drtetapkar}. Waub_
gian?aam::ikan surat t.aj\nggapan Hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam perrTbah.asan
Alhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak membuat dan menandatang Berita

mbahasan Akhir Hasil Pemetiksaan

Membuat Surat Laporan Hasil Pemeriks
Dalam hal Waijib Pajak tidak hadir dala
Mmenyampaikan tanggapan tertulls Paj
Pemeriksaan yang telah diberitahuka
fanggapan tertulis dari Wajib Pajak

Penyampaian hasi pemerik:
diterbitkan STPD PBB-P2

aan dan diberitahukan kepada Wajip Pajak
m Pembahasan Akhir, Wajib Pajak dapat
2k yang terutang dihitung berdasarkan hasii
n kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan

[ PARAF HIERARK]
Sekretaris

M. AIDIL SAHALO, M, Eng
Kepala Bidang PD |
HARRY DERMAWAN, SE, MM 7
Kasubbid Penagihan dan

Pemeriksaan
NOFRIALDY, S.IP

b g

3 hari kerja

3 hari kerja

— ]

3 hari kerja
e 1




No. ITanggaI efektif: Oktober 2024 l Halaman: 1 !
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM PROSEDUR PEMERIKSAAN SEDERHANA UJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2
BIDANG PAJAK DAERAH |
Pelaksana Mutu Baku
Sub Bidang
Sub Bidang Penilaian, Sub Koordinator an
5 1 te-rang
No, Uralan Prosedur Waiib Pajak Penagihan dan Penetapan, Urusan Pendataan Keleruhanan Waktu s Ke
Pemeriksaan Pajak Validasi dan dan Pendaftaran gHap P
Daerah | Keberatan Pajak Pajak Daerah |
Daerah]
Cj Surat Perintah Tugas (SPT}), Surat

1 |Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, yang Daftar nama 1 Hari Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP),

kemudian diberikan kepada Wajib Pajak Pemeriksa Berita Acara Hasll Peninjauan dan Tanda

Terima Surat

Berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Berita Acara

(kumpensam.]l be'rkas psrmohon'an per.nbatulan! herlfafa kurang bayar/ ! Dokumentas! dan Setaa_p Daftar Data Pemeriksaan
2 |dokumen indikasi perbedaan Objek Pajak pada kendisi lapangan dengan kertas keria Hari waiib pajak PBB-P2

yang terdadata/ berkas Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan analisis pemeriki:an Kerja pa

resiko dan dokumen pendukung lainnya

- . i . Daftar pemanggilan . [Surat pemanggilan wajib
3 [Inventarisir Pemanggilan Wajib pajak wajlb pajak 1 Hari pajak
 S——

Pengiriman surat pemanggilan dan peninjauan kepada objek pajak dan Daftar pemanggilan . |Tanda terima surat
4 L : 5 7 1 Hari : A

wajib pajak wajib pajak Pemanggilan wajib pajak

| S—
Tidak menolak Daftar Hadir dan Bukti

5 Wajib Pajak hadir di Kantor BADAN PENDAPATAN DAERAH Penelitian Berkas 1 Hari Berita Acara dan

(Bapenda) Kota Batam untuk meleksanakan Pemeriksaan Kantor beserta lampiran- Dokumentas|

lampirannya
= ¢ t
Walib Pajak yang diperiksa wajib: Menola Catatan df"” f:iukurnen
¥ e g yang menjadi dasar

[a] memperiihatikan/meminjamkan catatan dan dokumen yang menjadi pencatatan atau 3 Hari
5.1 |dasar pencatatan atau dokumen lain terkait dengan objek pajak terutang; dok lain teriait Keria |/eMas Kerja Pemeriksaan

[b] memberikan keterangan lain. PRSI et sl

: dengan ohjek pajak
terutang

Pemeriksaan sederhanallengkap dengan menilai kelengkapan - Dok d .

pengisian, kebenaran penulisan/perhitungan SPPT PBB-P2 Berita Acara, i nubﬂmfgaiilk:‘i? ng (bukti pembukuan
52 dibandingkan dengan data abjek pajak yang ada pada database anumen!ass dan 7 hgn - Catatan kas dan bank, bukli transfer dan

kertas kerja kerja lain-lain

(basis data milik Badan Pendapatan Daerah ) dengan Dokumen
pendukung (bukti pembukuan dan bukti transaksi), Catatan kas dan
bank, utang piutang, dan persediaan, neraca dan laparan laba rugi,

pemeriksaan




No. Tanggal Efektif Oktaber 2024 | Halaman: 2/ 3
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM PROSEDUR PEMERIKSAAN SEDERHANA UJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2
BIDANG PAJAK DAERAH |
Pelaksana Mutu Baku
Sub Bidang
Sub Bidang Penilaian, Sub Koordinator an
" i ' ete-rang
No. Uraian Prosedur Wajib Pajak Penagihan dan Penetapan, Urusan Pendataan Kelirighopas Wiy Cutpit K
Pemeriksaan Pajak Validasi dan dan Pendaftaran P
Daerah | Keberatan Pajak Pajak Daerah |
Daerah |
Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Wajib dan U . . ) )
Objek Pajak Pajak, jika Wajib Pajak tidak hadir di kantar Bapenda Kota [a] Terperiksanya Kondisi riil Objek Pajak
Batamn atau Selama pemeriksaan Kantor Waijib Pajak tidakikurang . dokumen pendukung dll
memberikan data yang diperiukan sebagai Tim Pemeriksa bisa SPT dan Bukti Tanda 3 hari [b] T_arkumqukannya da_ta dan informasi
53 Memeriksa Ruang Arsip/ Server/ Aplikasi terkait dengan transaksi objek Terima Penyampaian kerja gi'?":%‘f?fkalt dengan nilai transaksl
pajak. jek Pajak
Catatan:
Pemeriksaan lapangan bisa dlakukan kembali Jika dikemudian hari
ditemukan bukti baru,
Jika Wajib Pajak menolak
untuk memhbuat Sl::a':
. Penyataan Penolaka .
Surat Parnyataan Terbitkan Si < i riksa
5.4 Jika Wajib Pajak menolak untuk diperiksa maka Wajib Pajak membuat LL Penolakanya 1 Hari P:m;ataan ngea;ulakan Pemeriksaan, Tf:?c:re;e
" | Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan . ! membuat Berita A
¥ Pemeriksaan Pemeriksaan Penclakan Permneriksasan yang
ditanda tangani oleh tim
pemariksa
Wajib Pajak memberikan tanggapan
5.5 |Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima olgh l:k— E: < Surat Pemberitahuan 3 harl  [tertulls atas Surat Pemberitahuan Hasil
" |Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor Hasil Pemeriksaan kerja |Pemeriksaan dan berhak hadir dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Waijib Pajak memberikan tanggapan
6 Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh | Surat Pemberitahuan 7 hari  |tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil
Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan D(_ :] Hasil Pemeriksaan kerja  |Pemeriksaan dan berhak hadir dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Apabila telah melewati jangka waklu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak ) A
tidak menyampaikan surat tanggapan Hasil Pemeriksaan dan tidak hadir Daftar Penyampaia 7 hari |Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak
7 |dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak :] Surat Pe?nherilghu:n ke;‘; dalam lF'embahasan Akhir Hasil
membuat dan menandatangi Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak Pemeriksaan
dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
8 Membuat Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan dibaritahukan kepada I::k— Elsri_!a Acara'Lapnran 3 hz‘ni Laporan Hasil Pemariksaan
Hasil Pemeriksaan kerja

Wajib Pajak




Nao.

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

,Tanggal Efektif:

Oktober 2024

Halaman: 3

PROSEDUR PEMERIKSAAN SEDERHANA UJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2

BIDANG PAJAK DAERAH |
Pelaksana Mutu Baku
Sub Bidang
i R Sub Bidang Penilaian, Sub Koordinator
Uraian Prosedur b i g
No. Wajib Pajak | o aglhan dan Penetapan,  |Urisan P Kewanil Waktu Output Hetevmpan
Pemeriksaan Pajak Validasi dan dan Pendaftaran b
Daerah | Keberatan Pajak Pajak Daerah |

Daerah |
patarm hal Walib Pajak Udak hacir dalam Pembahasan Akhir, Wajio
pajak dapat menyampalk_an tangqapan tertulis Pajak yang terutang 3 hari Perhitungan Pajak yang terutang dalam

o |ginitung bardasaﬁ:kan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan Laparan i a1 ISKPD atau STPD dihitung sesuai dengan
kepada vV ajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari G €12 Ipembahasan Akiir Hasil Pemeriksaan
waiib P2jaK |
1
alan hasil pemeriksaan ke Sub Bidang Penilaian dan | . . 3 hari pgess ;
10 se:z?a‘:';n untuk diterbitkan STPD PBB-P2 CD Hasil pemeriksaan ka;: Rekamendasi Hasil Pemeriksaan
(=]
KEPALA BADAN DAERAH KOTA BAT.
[ PARAF HIERARKI RA A
Sekretaris

|M. AIDIL SAHALO, M. Eng

|Kepala Bidang PD |
HARRY DERMAWAN, SE, MM

|Pemariksaan
|INOFRIALDY, 5.1P

Kasubbid Penagihan dan

—» g &

NIP. 18701120 200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

JL. Rajs [sa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470670, ATOGTY, ATOBT2 FAX, (0778) 470673

BATAM

PROSEDUR BAKL PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD DPERATING PROCEDURE (S0F)

PROSEDUR PENAGIHAN PRB-p2
PAJAK DAERAH |
NOMOR: STI2 /0 .B.3.3 / v( / 1024

" Bidang Paiak Dasiat | — Bidang Pajak Daerah | Kepala Bapenda Kot Batam |

TAHUN 2024



Nama SOP

No. SOP (012 (000.8.3.3 /N1 [ 1034 -
Tanggal Pembuatan |1 ¢4 Juni 2024 \
| Tanggal Revisi : U1 Oktober 2024 |
Tanggal Pengesahan |2 )¢ Oktober 2024 ‘\
| Disahkan oleh i ~No N —
KEFALA BADAN B N DAERAH KOTA BATAN
PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

AH
NIP. 19701120 200003 1009

. PROSEDUR PENAGIHAN PBB-P2
PAJAK DAERAH |
Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan - : |

1 Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 1 Minimal SLTA/DiplomalStrata

5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Memitiki k :
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

3 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan 3 Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan
Pajak Daerah

4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 45 Tahun 2024 tentang

5 Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan
Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas

[ Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1 Monitoring Pembayaran Pajak Daerah 1 Laporan Wajib Pajak

2 SOP Pelaporan 2 Aplikasi Catatan Pajak Daerah

3 Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi 3 Komputer

Peringatan ; 4 Printer

[ Jika rangkaian SOP tidak dijalankan dapat mengakibatkan Potential-

§_Jaringan Internet

PARAF HIERARKI

Sekretaris

M. AIDIL SAHALO, M. Eng
Kepala Bidang PD |

HARRY DERMAWAN, SE, MM

Kasubbid Penagihan dan
Pemeriksaan
NOFRIALDY, S.IP




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

[No. SOP S02 o .8.3.3 /v 7 2024
|Tanggal Pembuatan _|: ()4 Juni 2024 '

+ (07 Oktober 2024
: 09 Oktoher 2024

Disahkan oleh :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

RAJA AZMANSYAH
NIP. 19701120 200003 1009

Nama SOP : PROSEDUR PENAGIHAN PBB-P2 BIDANG PAJAK DAERAH |

Dasar Hukum Pe layanan/Kegiatan

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2 Peraturan Pemerintah {PP) Nemor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
) 3 ;:r;tat:'an Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5 ::::2::;1‘ Walikota Kota Ratam Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
§ Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urajan Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
Pihak-pihak yang terlibat
1 Kepala Bad
2, 2 Sekretariat
3 Bidang
4 Wajib Pajak

Tahapan Pelayanan / Kegiatan

No |TahapanProses Pelayanan/Kegiatan s e
1 Marnitoring SPPT PBB-P2 yang belum terbayarkan pada tahun berialan. Setiap hari kerja (setelah jatuh
tempo tahun berjalan)

2 Pengiriman Surat Pemberitahuan (SPPT-P2) Sesuai 5K distribusi SPPT

3 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja

4 Sub Bidang Penilalan, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak daerah | menetapkan dan Menerbitkan 30 menit
SKPD Pajak daerah | dan menyerahkan SKPD kepada Sub Bidang Penaglhan dan Pemeriksaan

5 Berdasarkan SKPD Sub Bidang Penagihan dan Pemerksaan memberitahukan kepada Waijib Pajak tentang 30 menit
tunggakan pajak daerah |

6 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja

7 Jika Tidak, setelan jatuh tempo SPPT Di terima oleh wajlb pajak dan belum melakukan pembayaran, 15 menit
diterbitkan Surat Teguran/Peringatan Pertama

8 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja

9 Setelah 7 (tujuh) Hari surat teguran/peringatan pertama tidak diindahkan di lanjutkan dengan pengiriman 15 menit
Surat Teguran/Peringatan Kedua

10 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja
Setelah berakhir jangka wakiu yang ditentukan dalam surat teguran/peringatan kedua dilakukan _

11 penindakan penagihan dengan pemasangan petingatan tunggakan pajak daerah | di wilayah objek pajak 15 menit
berupa spanduk, stiker maupun iklan di media massa

12 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja

13 Jika Tidak Diserahkan Kepada JFU Juru Sita Uniuk Dilanjutkan dengan Penagihan Seketika atau 10 menit

Sekaligus/ Penagihan Paksa

PARAF HIERARKI

Sekretaris

Kepala Bidang PD |
HARRY DERMAWAN, SE, MM

M. AIDIL SAHALO, M. Eng m
9

Kasubbid Penagihan dan
Pemeriksaan
NOFRIALDY, S.IP

e




Halaman: 1/2

Keterangan

No. Tanggal efaktif: Oktober 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM PROSEDUR PENAGIHAN PBB-P2
PAJAK DAERAH I
Pelaksana Mutu Baku
Sub Bidang Sub Koordinator Sub Bu?ang
No. Uraian Prosedur Wajib Pajak | pepagihan dan Urusan Penilaian,
Bamarliadan Pendataan dan |Penetapan, Validasi| JFU Juru Sita Kelengkapan Waktu Qutput
Pajak Daerah | Pendaftaran dan Keberatan
Pajak Daerah | Pajak Daerah |
Monitoring penerbitan SKPDKB dan SKPDKET atas SPPT PBE- Database stt;i’r;':f; ’t‘jga —
1 |P2, Keterlambatan pelaporan PPJB/atau akta atas tanah dan/atau Pembayaran Pajak bsnicit a{hun Pembayaran
bangunan, denda atas pelanggaran pajak Daerah | b Pajak daerah |
berjalan)
—
y ] Tidak Surat Pemberitahuan | Sesuai SK  |Tanda Terima
2 |Pengiriman Surat Pemberitahuan ¢ (SPPT PBB-P2) distribusi SPPT | Surat
Ya
3 Jika \_’a, Wajlh Pajak (WF) melakukan pembayaran pajak dengan SOP Pembayaran Setiap hari kerja Realisasi Pajak
mengikuti prosedur pembayaran daerah |
Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak .
, 3 Laparan Hasil Draft Surat
daerah | menetapkan dan Menerbitkan SKPD Pajak daerah | dan i ; :
P
4 menyerahkan SKPD kepada Sub Bidang Penagihan dan S ﬂ A SESR S TR 40 el ;(etftiplan Fajk
Pemeriksaan B
Berdasarkan SKPD Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan - > ;g_l;‘at[,};zt;tspan Tanda Terima
5 |memberitahukan kepada Waijib Pajak tentang tunggakan pajak ! ,__Ié < ? i} .Sj;urat 30 menit Surat
daerah | Pemberitahuan Pemberitahuan
Ya
g Jika ‘I.’a, Waub Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan Tidak SOP Pembayaran Setiap hari kerja Realisasi Pajak
mengikuti prosedur pembayaran daerah |
Jika Tidak, selelah jatuh tempo SPPT Di terima olsh wajib pajal Surat Teguran atay gandia Terima
7 |dan belum melakukan pembayaran, diterbitkan Surat o Surat Peringatan 15 menit Tura Peringat
Teguran/Peringatan Pertama, Pertama ar?%g?t:m: ng

|




Halaman: 2/2

M. AIDIL SAHALO, M. Eng

Kepala Bidang FD |
HARRY DERMAWAN, SE, MM

Pemeriksaan

Kasubbid Penagihan dan

NOFRIALDY, S.IP

Ny | &

— DT
NIP, 19701120 200003 1 009

No. Tanggal Efektif Oktober 2024 |
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM PROSEDUR PENAGIHAN PBB-P2
PAJAK DAERAH I
Pelaksana Mutu Baku
Sub Bidang Sub Koordinater s;b .Bu?ang —
No, Uralan Prosedur Wajlb Pajak| penagihan dan Urusan enllalan, Ke
Pemeriksaan Pendataan dan |Penetapan, Validasi| JFU Juru Sita Kelengkapan Waktu Output
Pajak Daerah | Pendaftaran dan Keberatan
Pajak Daerah | Pajak Daerah |
8 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan il SOP Pembayaran Setiap hari kerja Realisasi Pajak
mengikuti prosedur pembayaran daerah |
Tanda Terima
Setelah 7 (tujuh) hari surat teguran/peringatan pertarma tidak 7 - Surat Teguran atau Surata L
9 |diindahkan di lanjutkan dengan pengitiman Surat Surat Peringatan 15 menit TegursRPEAFigat
i K
Teguran/Peringatan Kedua o edua & Kidiia
Ya
10 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan SOP Pembayaran Setiap hari kerja Realisasi Pajak
mengikuti prosedur pembayaran daerah |
Bukti Poto
Setelah berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam surat Pemasangan Dokumgntasi
teguran/peringatan kedua dilakukan penindakan penagihan > spanduk, stiker Parmsegan
11 |dengan pemasangan peringatan tunggakan pajak daerah | di l ]‘_‘_' < maupun }klan di 15 menit Spaokil iR
wilayah objek pajak berupa spanduk, stiker maupun iklan di media media massa misibiin ‘iklan di
fapsa i media massa
Tiddk
12 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan SOP Pembayaran Setiap hari kerja Realisasi Pajak
mengikuli prosedur pembayaran daerah |
e Berita acara dan .
13 Jika Tidak Diserahkan Kepada JFU Juru Sita Untuk Dilanjutkan (j kelengkapan data 10 menit Berita Acara
dengan Penagihan Seketika atau Sekaligus/ Penagihan Paksa penagihan Serah Terima
KE AB.
S ARAR ARG PAL, NDAPAT AN DAERAH KOTA BAT AM
Sekretaris




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470870, ATOBT1, 470672 FAX, (OTT8) 470873

BATAM

PROSEDUR BAKL PELAKSANAN KEGIATAN

STANDARD DPERATING PROCEDURE (SGF)

PROSEDUR PEMERIKSAAN PR.IT TENARA LISTRIK BIDANG PAJAK DAERAH |

Nomor: SCI3 / 000.8.5.% /Ny /2094

Bidang Pajak Daerah | | Kepala Bapenda Kota Batam

TAHUN 2024



No. SOP :szls £ 000.8.3.3 [VI/ 3024 |
TanggalPembuatan  |: OA Juni 2024
Tanggal Revisi : O {Oktober 2024
Tangoal Pengesahan |- 09 Oktober 2024
Disahkan oleh

AN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
=

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH WNANSYAH
NIP. 19701120 200003 1009
Nama SOP I PROSEDUR PEMERIKSAAN PBJT TENAGA LISTRIK BIDANG PAJAK
DAERAH |
Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

1 MinimafSLTAfDiplomalStmta

Peraturan Pemerintah {PP) Nomar 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah dan Retribus! Dgerah 2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

Peraturan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Nomor

207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan
Pajak Daerah

3 Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

5 Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang
Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Tertenty Kota Batam

Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas
6 Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

Keterkaitan : Peraialaanerlengkagan H
1 Monltoring Pembayaran Pajak Daerah 1 Laporan Wajlb Pajak
2 saﬁéjiran 2 Aplikasi Catatan Pajak Daerah
3 Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi |3 Komputer
Petingatan ; 4 Printer
|Jika rangkaian SOP tidak dijalankan dapat mengakibatkan Potential-| 5 Jaringan Internet

[ PARAF HERARKI
Sekretaris

M. AIDIL SAHALO, M. Eng w
Kepala Bidang PD |
HARRY DERMAWAN, SE, MM 7
Kasubbid Penagihan dan

Pemeriksaan
NOFRIALDY, s.IP




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR {SOP)

No.SOP 9513 (000 - §.3.3 /%7 204
(Tanggal Pembuatan | (4 Juri 2024

TanggalRevis | (7 Okigher 2034

Tanggal Pengesahan |- €9 Oktober 2024

Disahkan oleh “’A‘
PATAN DAERAH KOTA BATAM

KEPALA BADARPENDA

-

PEMERINTAH KOTA BATAM mpwr‘mgo %:AH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM ' —

PROSEDUR PEMERIKSAAN PBJT TENAGA LISTRIK BIDANG PAJAK
DAERAH |

Nama SOP

Dasar Hukum Pela anan/Kegiatan

4 3 s gan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
aera
4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5 Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam
5 Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
Pihak-pihak yang terlibat
1 Kepala Badan
2, 2 Sekretariat
3 Bidan e
4 Wajib Pajak
Tahapan Pelayanan |/ Kegiatan
! ‘No' ; Tahapan P}ose‘# Péh_ﬂ'dn;n:'l Keg{a’tan e ! S : : W;ktu ! :
1 Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan ' ' 1 Hari
2 Berkas Penelitian Pajak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Setiap Hari Kerja
3 Inventarisir Pemanggilan Wajib pajak 1 Hari
4 Pengiriman surat pemanggilan dan peninjauan kepada objek pajak dan wajib pajak 1 Hari
5 Jika Wajib Pajak Tidak Dapat ditemukan/T. utup Membuat berita acara peninjauan lapangan 1 Hari
6 Jika Waijib Pajak tidak menolak, maka Waijib Pajak hadir 1 Hari
T [a] memperfihatkan/meminjamkan catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan 7 Hari Kerja
8 Pemeriksaan sederhanallengkap 4 hari kerja
3 9 Tim Pemeriksa melakukan Psmeriksaan Lapangan terhadap Wajib Pajak, 3 hari kerja
10 Jika Wajib Pajak menolak untuk diperiksa maka Waiib Pajak membuat Surat Pemyataan Penolakan 1 Hari
Pemeriksaan
11 Pemeriksa membuat Perhitungan Pajak secara Jabatan 1 Hari
12 Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor 3 hari kerja
Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan 7 hari keri
e Lapangan TR
14 Waj_ib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan Hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan 7 hari kefja
Akhir Hasil Pemeriksaan B
15 Membuat Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan diberitahukan kepada Wajib Pajak 3 hari kerja
i ;Va}ji: Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir, Wajib Pajak dapat menyampaikan tanggapan tertulis 3 hari keda
aja
17 Penyampaian hasil pemeriksaan ke Sub Bidang Penilaian dan Penetapan untuk diterbitkan SKPDKB atau 2 har kerja
SKPDLB atau SKPDN

PARAF HIERARKI

Sekretaris

M. AIDIL SAHALO, M. Eng q
Kepala Bidang PD |

HARRY DERMAWAN, SE, MM
Kasubbid Penagihan dan f

Pemeriksaan
NOFRIALDY, S.IP




No. Tanggal efekf: Oktober 2024 Halaman: 1/3
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
PROSEDUR PEMERIKSAAN PBJT TENAGA LISTRIK BIDANG PAJAK DAERAH |
Pelaksana Mutu Baku
Sub Bidang
Sub Bidang Penilaian, Sub Koordinator ngan
No. Uralan Rrosedur Waflh Pajak Penagihan dan Penetapan, Urusan Pendataan Kilnskasan Wakt Output Keterand
Pemeriksaan Pajak Validasi dan dan Pendaftaran gkap g
Daerah | Keberatan Pajak Pajak Daerah |
Daerah |
Surat Perintah Tugas den Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, yang ! . ;
kemudian diberikan kepada Wajib Pajak { CD Terhit Surat F"ennlah Tugasl(SPT).
i . |Surat Pemberitahuan Pemeriksaan
Daftar nama Pemeriksa| 1 Hari (SPP), Berita Acara Hasil
Peninjauan dan Tanda Terima Surat
Berkas Penelitian Pajak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Dari | _
Pelayanan Bapenda di PTSP/Daftar Pembayaran Pajak Daerah | S:rafis::aﬂta:;b Setiap |Daftar Pembinaan dan
P! ! Hari Kerja|Pemeriksaan wajib pajak
pajak
Inventarisir Pemanggilan Wajib pajak | Daftar pemanggilan 1 Hari Surat pemanggilan wajib
! wajib pajak pajak
Pengiriman surat pemanggilan dan peninjauan kepada objek pajak dan wajib
pajak Daftar pemanggilan 1 Hari Tanda terima surat
wajib pajak pemanggilan wajib pajak
5 .Jika_ Wajib Pajak Tidak Dapat dite_mukarlf‘l’ulup Membuat. berita acara o . Tanda terima surat ) )
peninjauan lapangan terhadap objek pajak yang tidak aktif dan berkoordinasi . pemanggilan wajib 1 Hari Terbit berita acara
;jlangan Sub Keordinater Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah — Tidak aktif D pajak Peninjauan lapangan
.1 | Jika Wajib Pajak tidak menolak, maka Wajib Pajak hadir di BADAN .
PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM Daerah untuk melaksanakan :: Jidak aenalak l::l Daftar Hadir dan Bukii
Pemeriksaan Kantor Finaiok Penelitian Berkas 1 Hari Berita Acara dan
Lo beserta lampiran- Dokumentasi
lampirannya
.2 |Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
[a]l memperlihatkan/meminjamkan catatan dan dokumen yang menjadi dasar E:J calatan dgn c,mkume"
pencatatan atau dokumen lain terkait dengan objek pajak terutang; ;:::g Ti:f‘:‘t::sar 7 Hari
bl ik ketera lain. catal ari . "
[b] memberikan keterangan lain dakumen |l teral Kerja Kertas Kerja Pemeriksaan
dengan objek pajak
terutang
5.3 |Pemeriksaan sederhanallengkap dengan membandingkan laporan Wajib
Pajak (basis dale': milik Badan Pendapqtan Daere_lh ) dengan Dokumen i - Dokumen pendukung (bukdi
pendukung (bukli pembukuan dan bukti transaksi), Catatan kas dan bank, 3 pembukuan dan bukti transaksi)
utang piutang, dan persediaan, neraca dan laporan laba rugi. gerna Acara._ . |- Catatan kas dan bank, utang
k::::;nt_:sn o 1hr_arr piutang, dan persediaan, neraca
E J meﬁk: n era dan laporan laba rugl setiap tahun
P o selama 10 tahun




Ma. Tanggal Efektif: Oktober 2024 [ Halaman: 213
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
PROSEDUR PEMERIKSAAN PBJT TENAGA LISTRIK BIDANG PAJAK DAERAH 1
Pelaksana Mutu Baku
Sub Bidang
" Sub Bldang Penilalan, Sub Koordinator an
N Uratan Prosedur Wajib Pajak Penagihan dan Penetapan, Urusan Pendataan Kb Wk st Keterang
Pemeriksaan Pajak Validasi dan dan Pendaftaran grap
Daerah il Keberatan Pajak Pajak Daerah I
Daerah Il
5.4 |Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Wajib Pajak,
Jika Wajib Pajak tidak hadir di kantor BADAN PENDAPATAN DAERAH ::
KOTA BATAM atau Selama pemeriksaan Kantor Wajib Pajak tidak/kurang [a] Terperiksanya catatan keuangan,
memberikan data yang diperlukan sebagai Tim Pemeriksa bisa Memeriksa | dokumen pendukung
Ruang Arsip/ Server! Aplikasi terkait dengan Pencatatan dan Pembukuan. i SPT dan Bukli Tanda 3hari |[b] Terkumpulkannya data dan
Catatan: | Terima Penyampaian kerja  |informasi penting terkait dengan
Pemeriksaan lapangan bisa diakukan kembali Jika dikemudian hari H kewajiban pajak Wajib Pajak
ditemukan bukti baru,
|
5.5 | Jika Wajib Pajak menolak untuk diperiksa maka Waijib Pajak membuat == Surat Pernyataan :
. |Terbitkan &
Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan I___j Penolakan 1 Hari Pe ! in aural Parnyataan
Pemeriksaan emerisaan
5.6 |Pemeriksa membuat Perhitungan Pajak secara Jabatan [:' Serita Acara dan
Ei
Dokumen Perhitungan 1Hari |[Berita Acara
Secara Jabatan
5.7 |Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib o ]
Pajak untuk Pemeriksaan Kantor :l(‘“ 3@ Wajib Pajak memberikan tanggapan
Sural Pemberitahuan 3 hari tertulis atas Surat Pemberitahuan
Hasil P ksas lk 2 Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir
| asll Pemeriksaan €18 |dalam Pembahasan Akhir Hasil
i Pemeriksaan
i
6 |Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib ]
Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan | Wajib Pajak memberikan tanggapan
I___k__' :| st Bemieriiat 7 hari [tertulis atas Surat Pemberitahuan
Hasa'l Pem g;;a L ke A | Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir
FEemerksann €18 |dalam Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
7 |Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak tidak
menyampaikan surat tanggapan Hasil Pemeriksaan dan lidak hadir dalam 4
pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak membuat l::l Dafar Pafivaiisal 7 hari Berita Acara ketidakhadiran W ajib
dan menandatangi Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Surat P z-a ':';huann k atl Pajak dalam Pembahasan Akhir
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan amneiae 1% |Hasil Pemeriksaan
8 [Membuat Surat Laperan Hasil Pemeriksaan dan diberitahukan kepada Wajib
Pajak | <
|:I<—' Berita Acara Laporan 3 hari

Hasil Pemeriksaan

kerja

Laporan Hasil Pemeriksaan




No. [ranggal eretir: Oktaber 2024 [ Halaman: 373
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM
PROSEDUR PEMERIKSAAN PBJT TENAGA LISTRIK BIDANG PAJAK DAERAH |
Pelaksana Mutu Baku
Sub Bidang
_ Sub Bidang Penitaian, Sub Koordinator
No. Uraian Prosedur Wi I6:PajaK Penagihan dan Penetapan, Urusan Pendataan Kelsrikasan Wi Gt Keterangah
Pemeriksaan Pajak Validasi dan dan Pendaftaran gkap U ey
Daerah Il Keberatan Pajak Pajak Daerah II
Daerah §
9 |Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir, Wajib Pajak
dapat menyampaikan tanggapan teriulis Pajak yang terutang dihitung Perhitungan Pajak yang terutang
berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib — 3hari |dalam SKPD atau STPD dihitung
Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak ! P kerfa |sesuai dengan Pembahasan Akhir
L Hasil Pemeriksaan
10 |Penyampaian hasil pemeriksaan ke Sub Bidang Penilaian dan Penetapan ]
untuk diterbitkan SKPDKB atau SKPDLB atau SKPDN i 4 2 hari : Hasi 4
Hasil pemeriksaan keria Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

PARAF HIERARKI

Sekretaris
M. AIDIL SAHALO, M. Eng

Kepals Bidang PD |
HARRY DERMAWAN, SE, MM

Kasubbid Panagihan dan
Pemariksaan

NOFRIALDY, S.i®

a8

KEPALABADAN

APAT AN DAERAH KOTABAT AM

facalutadiite -2 g
NiF, 19701120 200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

L. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP, (1778) 470670, 470674, 4TO8T2 FAX. (0778) 470673
BATAWM

PROSEDLR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDLRE (S0FP)

PROSEDUR PENAGIHAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK PAJAK DAERAH |

NOMOR: $TV4 /000. 8.5 .5 /v, / 2024

Bidang Paj
Bidang Pajak Daerah | 2

TAHUN 2024



|: 5714 /000.8,1.% [ N\/2024

Tanggal Pemhuatan

|- € Juni2024

Tanggal Revisi

: ©7 Okioher 2024

1 04 Oktober 2024

Disahkan oleh

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nama SOP

R

KEPALA BADA “""---._,_\ AEATAN DAERAH KOTA BATAM

PROSEDUR PENAGIHAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK PAJAK DAERAH |

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan e 2
1 Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 1 Minimal SLTADiploma/Strata
SRRV, |
5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan - .
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2 Memiliki kemampuan mengeperasikan komputer
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
3 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan 3 Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan
Pajak Daerah
4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
5 Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang
Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022
s tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam No.77 Tahun
2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas
7 Pokok, Fungs dan Uralan Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan
Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
Keterkaitan ; Peralatan/Perlengkapan :
1 Monitoring Pembayaran Pajak Daerah 1 Laporan Wajib Pajak
2 SOP Pelaporan 2 Aplikasi Catatan Pajak Daerah
3 Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi | 3 Komputer
Peringatan : 4 Printer

| Jika rangkaian SOP tidak dijalankan dapat mengakibatkan Potential-

5 Jaringan Internet

PARAF HIERARKI

Sekretaris
M. AIDIL SAHALO, M. Eng

Kepala Bidang PD |
HARRY DERMAWAN, SE, MM

Kasubbid Penagihan dan
Pemeriksaan
NOFRIALDY, S.IP




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR {SOP)

[No. SOP S0V Toon. 837 /N (1074
Tanggal Pembuatan |2 04 Juni 2024 )

Tanggal Revisi |: Ut Oktober 028 A

Tanggal Pengesahan |- 09 Qktober 2024
| Disahkan oleh B

JERI

KEPALA BADAN PE

N DAERAH KOTA BATAM

PEMERINTAH K s
BADAN PENDAPAT:P}: D‘:)ET‘RAA?-IAIS:‘A BATAM R PNz 200003 1019
PROSEDUR PENAGIHAN PBUT ATAS TENAGA LISTRIK PAJAK DAERAT

F
Dasar Hukum Pelayanan/Kegiatan
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentan

g Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
[t - - — |
3 :&;:;uhran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak
1. 4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan pajek Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam

Peraturan Walikota {PERWALI) Kota Batam Nom,
6 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan

Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun

or 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam No.77 Tahun
Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
Pihak-plhak yang tetlibat

1 Kepala Badan
2 2 Sckretarlat
3 Bidang

4 Waiib Pajak

Tahapan Pelayanan | Kegiatan

. No  [Tahapan Proses Pelayenan Keglaan =0 o000 i e e
1 Monitoring pembayaran pajak daerah yang di bayarkan sendiri olsh waijib pajak. Setiap hari kerja
5 Jika Setelah 20 hari kalender saat terutangnya pajak belum melakukan pembayaran maka diberikan surat 2 Jam
pemberitahuan
3 Pengiriman Surat Pemberitahuan 15 Menit
4 Jika Ya, Wajib Pajak {WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja
5 Jika Tidak membayar tetap! status wajib pajak tidak aktif maka di teruskan kepada Sub Koordinator 5 Menit

Urusan Pendataan dan Pendaflaran Pajak Daerah | untuk di nonaktifkan sementara

Menonaktifkan status sementara dan menginformasikan status wajib pajak untuk ditindak lanjuti, jika
6 status wajib pajak aktif maka diteruskan kepada Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan 15 Menit
Keberatan Pajak Daerah |

Sub Bidang Penllaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah | menetapkan dan Menarbitkan

15 Menit
4, SKPD Pajak Daerah | dan menyerahkan SKPD kepada Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan :

Berdasarkan SKPD Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan memberitahukan kepada Wajib Pajak
tentang tunggakan Pajak Daerah |

9 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja
Jika Tidak, setelah 7 (tujun) Hari SKPD Di terima cleh wajib pajak dan beium melakukan pembayaran,
diterbitkan Surat Teguran/Peringatan Pertama,

11 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pgmbayaran Setiap hari kerja
Setelah 7 {juh) Hari surat teguran/peringatan pertama tidak diindahkan di lanjutkan dengan pengiriman

15 Menit

15 Menit

12 ’ 15 Menit
Surat Teguran/Peringatan Kedua A _

13 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja
Setelah berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam surat tequran/peringatan kedua dilakukan ]

14 penindakan penagihan dengan pemasangan peringatan tunggakan Pajak Daerah | di wilayah objek pajak 15 Menit
berupa spanduk, stiker maupun iklan di media massa

15 Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Setiap hari kerja

16 Jika Tidak Diserahkan Kepada JFU Juru Sita Untuk Dilanjutkan dengan Penagihan Seketika atau 10 Menit

Sekaligus/ Penagihan Paksa

PARAF HIERARKI

Sekretaris

M. AIDIL SAHALO, M. Eng W\
Kepala Bidang PD |

HARRY DERMAWAN, SE, MM 7

Kasubbid Penagihan dan
Pemeriksaan f

NOFRIALDY, S.IP




mengikuti prosedur pembayaran

)

BADAN PENDAPATAN No. Tanggal sfektif: Oktober 2024 Halaman: 1/2
DAERAH KOTA BATAM PROSEDUR PENAGIHAN PBIT ATAS TENAGA LISTRIK PAJAK DAERAH I
Pelaksana Mutu Baku
Sub Sub Bidang
N Giesiion Prosed ki Sub Bidang Koordinator F:er::::::r: Kete-
L raian Prosedur ajib Paja Penagihan dan Urusan 3 ' | IFU Juru rangan
Pemeriksaan Pendataan dan V:Ll::;sai t'::‘" Sita Kelengkapan Wakt Qutput
Pajak Daerah I Pendaftaran Pajak Daerah
Pajak Daerah [ 1 I
L. |Monitoring pembayaran pajak daerah yang di bayarkan sendiri Database Setiap hari |Laporan
oleh wajib pajak. [ ) Pembayaran Pajak kerja Pembayaran Pajak
Daerah I Daerah [
2. |Jika Setelah 20 hari kalender saat terutangnya pajak belum Daftar Sasaran 2Jam  |Draft Surat
melakukan pembayaran maka diberikan surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan
Ya Pemberitahuan
Pajak Daerah I
3. |Pengiriman Surat Pembetitahuan Tidak Surat 15 Menit  |Tanda Terima
l Pemberiitahuan Surat
4. |Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan SOP Pembayaran Setiap hari |Realisasi Pajak
mengikuti prosedur pembayaran kerja Daerah I
5. |Jika Tidak membayar tetapi status wajib pajak tidak aktif maka di Foto Dokumentasi 5 Menit |Tanda Terima
teruskan kepada Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Objek Pajak Penyerahan
Pendaftaran Pajak Daerah I untuk di nonaktifkan sementara Dokumen
6. [Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Tanda Terima 15 Menit  [Daftar Status
Daerah I Menonaktifkan status sementara dan Penyerahan Wajib Pajak
menginformasikan status wajib pajak untuk ditindak lanjuti, jika Dokumen
status wajib pajak aktif maka di teruskan kepada Sub Bidang Foto Dokumentasi
Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah 1 Objek Pajak
7. |Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Laporan Hasil 15 Menit  |Draft Surat
Daerah I menetapkan dan Menerbitkan SKPD Pajak Daerah 1 {ﬁ Pemeriksaan/STPD Ketetapan Pajak
dan menyerahkan SKPD kepada Sub Bidang Penagihan dan Daerah 1
Pemeriksaan
8. |Berdasarkan SKPD Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan <> - Surat Ketetapan Tanda Terima
memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang tunggakan Pajak ) Pajak Daerah Surat
Daerah I 3 - Surat 15 Menit | pemberitahuan
Pemberitahuan
Tidak
9. |Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan SOP Pembayaran Setiap hari |Realisasi Pajak
kerja Daerah I




[ PARAF HERARKI

Sekretaris
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M. Eng

Kepala Bidang PD |

HARRY DERMAWAN, SE, MM
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BADAN PENDAPATAN No. Tanggal sfeldif: 0 Halaman: 2/2
DAERAH KOTA BATAM PROSEDUR PENAGIHAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK PAJAK DAERAH I
Pelaksana Mutu Baku
Sub Sub Bidang
" Penilaian,
Sub Bidang Koordinator % Kete-
No. Uraian Prosedur Wajib Pajak | penacihan d u Penetapan, n
gihan dan rusan . JFU Juru ranga
Pemeriksaan Pendataan dan v;:::rsai t';:“ Sita Kelengiapan Waktu Ositput
Pajak Daerah I Pendaftaran Pajak Daerah
Pajak Daerah I 1 I
10. Jika Tidak, setelah 7 (tujuh) Hari SKPD Di terima oleh wajib Surat Teguran atau Tanda Terima
pajak dan belum melakukan pembayaran, diterbitkan Surat Tidak Surat Peringatan 15 Menit | Surat
Teguran/Peringatan Pertama, Pertama Teguran/Peringat
n P
11. Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan ia SOP Pembayaran Setiap hari |Realisasi Pajak
mengikuti prosedur pembayaran kerja Daerah I
12 |Setelah 7 (tujuh) Hari surat teguran/peringatan pertama tidak <> Surat Teguran atau Tanda Terima
diindahkan di lanjutkan dengan pengiriman Surat ¥ Surat Peringatan 15 Meni Surat
Teguran/Peringatan Kedua - Kedua enit Teguran/Peringat
Tigisk an Kedua
13 |Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan Ya SOP Pembayaran Setiap hari |Realisasi Pajak
mengikuti prosedur pembayaran kerja Daerah 1
14 |setelah berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam surat Pemasangan Bukti Poto
teguran/peringatan kedua dilakukan penindakan penagihan spanduk, stiker Dokumentasi
dengan pemasangan petingatan tunggakan Pajak Daerah I di maupun iklan di . |Pemasangan
wilayah objek pajek berupa spanduk, stiker maupun iklan di media massa 15 Menit |opanduk, stiker
media massa maupun iklan di
Ya media massa
15 |Jika Ya, Wajib Pajak (WP} melakukan pembayaran pajak dengan SOP Pembayaran Setiap hari |Realisasi Pajak
mengikuti prosedur pembayaran I—g Tidak kerja Daerah I
16 (Jika Tidak Diserahkan Kepada JFU Juru Sita Untuk Dilanjutkan Berita acara dan 10 Menit  (Berita Acara
dengan Penagihian Seketika atau Sekaligus/ Penagihan Paksa kelengkapan data Serah Terima
penagihan J /J
KEPALA BAD APAT AN DAERAH KOTA BAT AM



